BAB I
PENDAHULU AN

A, Latar Belakang Masalah.

Hukum Islam diturunkan sebagai rahmat bagi manu-.
sia @an alam semesta untuk kesejahteraan di dunia dan d4i
akhirat. Islam menganggap manusia sama, tidak membedakan
satu dengan yang lainnya baik karena keturunan, pangkat
dan_hartanya, kecuali karena tagqwanya kepada Allah SWT.
Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur‘an surat Al Hujuraat

ayat 13 :
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Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan’ seorang perempuan dan men
Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supa-~
ya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah
orang yang paling bertagwa di antara kamu. Sesungguh
nya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (DEPAG
RI, 1989:84')

Atas dasar persamaan, semua orang mempunyai hak
dan kewajiban yang sama terhadap kesejahteraan masyara-
kat. Menurut Islam kita .diperintah untuk memberi perlin-
dungan terhadap orang-orang yang minta perlindungan.

Sebagaimana firman Allah surat At Taubah ayat 6 ;



Artinya:

Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin
itu meminta perlindungan kepadgmu, maka lindungilah
ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian
antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian
itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.

(DEPAG .HI, 1989:2(8)

Juga dalam surat An Nisaa ayat 90 :
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Artinya:

Kecuali orang-orang yang minta perlindungan ke-
pada sesuatu kaum, yang antara kaum dan kaum itu
telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang
datang kepada kamu sedang hati mereka merasa ke-
beratan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya.
(DEPAG RI, 1989:13%4)

Dalam hadits Nabi SAW. juga disebutkan bahwa sese |
orang yang telah mengadakan hubungan atau perjanjian da-
mai harus di lindungi jiwanya.
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Artinya:

Barangsiapa membunuh seseorang setelah perdamai-
an, maka dia tidak akan mencium (merasakan) baunya
3yurga, sedang bau syurga itu benar-benar tercium
dari jarak perjalanan 40 tahun.
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Artinya:
Barangsiapa membunuh seorang laki-laki dari ahli

azimmah, maka dia tidak akan mencium bau syurga.

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut diatas maka
nyatalah bahwa perlindungan itu tidak boleh diberikan ke
pada seseorang begitu saja tanpa sebab-sebab mengapa
orang tersebut minta perlindungan, karena perlindungan -
itu hanya boleh diberikan kepada mereka yang telah ada
hubungan damai dan tidak memerangi. Dan juga perlindung-
an itu diberikan kepada mereka yang mencari perlindung-
an dari penganiayaan dan kekacauan-kekacauan yang terjadi

di dalam negaranya.

Perdamaian merupakan kepentingan dan tujuan utama
bagi seluruh negara, baik negara Islam maupun negara non
Islam, Yang mana masing-masing negara tersebut dalam
menjalankan pemerintahannya berdasarkan sistim hukum

yang di buat oleh negara yang bersangkutan.

Demikian juga dalam negara Islam juga mempunyai

sistim hukum tersendiri, berbeda déngan. negara non Islam.



Karena syariat islam itu bersifat Internasional univer-
sal maka harus diterapkan pada setiap jarimah (tindak pi
dana) yang terjadi di mana saja. Akan tetapi tidak mung-
kin diterapkan terhadap jarimah yang terjadi di negara
non Islam oleh penduduk Islam, kecuali di negara Islam
dan pada penduduknya, karena keadaan tidak memungkinkan
demikian., Hal ini sesuai dengan asas nasionalitas dan
teritorialitas (kebangsaan dan wilayah) yang menjadi da-
sar berlakunya Hukum Pidana Positif. (Ahmad Hanafi, 1986
: 95)

Cleh sebab itu ada tiga teori Dberlakunya = Hukum

Islam ditinjau dari teritorial dan kewarganegaraannya :

1. Hukum Islam berlaku untuk tindak pidana yang dilaku-
kan oleh setiap orang yang berada di negara - -.Zslanm,
baik pelakunya orang Islam maupun orang Zimmi.

2. Hukum islam berlaku untuk setiap orang yang hertempat
tinggal di negara Islam, baik yang menetap selamanya,
maupun bertempat tinggal sementara.

3, Hukum lslam berlaku untuk tindak pidana yang dilaku -
kan disetiap daerah yang masuk wilayah Legara Islam,
baik pelakunya orang Islam, Zimmi maupun Musta'min.

(saparlan, 1993:14-16)

Dari ketiga teori tersebut hampir tidak ada per-
bedaan dengan teori Yyang dikenal dalam hukum positif

yang sekarang. Hanya ada perbedaan pada teori yang me-



nyatakan warga negara yang melakukan tindak pidana dilu-
ar negesri menurut hukum positif dijatuhi hukuman, sedang
menurut Hukum 1slam tidak dijatuhi hukuman. (Ahmad Hanafi
1986 :103)

Dengan demikian setiap negara di dalam memberikan
perlindungan (suaka) dibataSL‘oleh traktat negara-negara
yang bersangkutan, terutama traktat ekstradisi. Karena
pada prinsipnya suaka itu tidak bolen diberakan kepada
gseseorang yang dianggap ada..alasan kuat bahwa ia telah
melakukan suatu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan
perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. (J.G. Starke

1989:43)

Dalam hal ini ada pemisahan antara kejahatan bia-
sa dan kejahatan politik. Dpimana tidak semua kejanatan
yang dilakukan untuk tujuan poliivik disebut kejahatan
politik, tetapi ada kalanya kejahatan biasa dalam keada-
an tertentu aapat digolongkan kejahatan politik., Yang
dapat dikatagorikan ke jahatan politik adalah ke jahatan
yang dilakukan dengan maksud ditujukan kepada para pe-
nguasa dan kentuk pemerintahan kedalam. Sedangkan kalau
tidak ditujukan kepada para penguasa dan pemerintahan ti
dak termasuk kejahatan polivik. (Ahmad Hanafi, 1986:18 -~

24)

Dari sini dapat kita ketahui bahwa pemberian



suaka hanya dapat diberikan kepada mereka yang mencari
perlindungan darl penganiayaan. Kalau negara pemberl su-
aka i1tu khawatir pencari suaka tecvsebut mengganggu keama
nan nasional, maka negara pemberi suaka berhak menolak,
tetapi mempertimbangkan pencari suaka itu diber1i kesem-
patan untuk pergi ke negara lain. Karena suaka itu pada
umumnya harus memenuhi syarat ada kesesuaian antara tun-

tutan hukum dan tuntutan kemanusiaan.

Melihat penyataan di atas, kajian untuk meneliti
masalah tersebut sangat dibutuhkan, karena didalam kepus
takaan masih sedikit dijumpai kajian tentang masalah ter
sebut dan dapat berguna bagi perkembangan hukum perlin -

dungan (suaka) politik.

ddentifikasi Masalah.

Bertolak dari latar belakang masalah diatas dapat
diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari ada-
lah hal-hal yang diperbolehkan suatu negara didalam mem-
berikan suaka (perlindungan, terhadap warga negara asing

Yang ditinjau dari segi Hukum jislam.

Pembatasan Masalah.

Berdasarkan masalah di atas masih becrsifat umunm,

maka perlu adanya pembatasan studi yang direncanakan



yaitu seorang pelaku tindak pidana yang melarikan diri

minta perlindungan pada suatu negara.

Dengan demikian maka rumusan masalahnya  adalah
pemberian suaka oleh suatu negara terhadap pelaku tindak

pidana yang melarikan dairi ditinjau dari Hukum Islam.

D, Perggpsan Masalah.

Dari uraian di atas, terdapat permasaiahan . pang
menjadi pembahasan. Perumusan masalah inilah merupakan
pokok dalam penulisan skripsi, disamping faktor penun-
jang yang lainnya. ©Perumusan masalah tersebut antara
lain |
1. Bagaimana daiskripsi pemberian suaka politik terhadap

warga negara lain ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembesian

suaka politik terhadap warga negara lain tersebut 2

E. Tujuan gtudi.

Sesuail dengan rumusan masalah di atas,maka tujuan

studi adalah :

1. Untuk mendiskripsikan pemberian suaka politik ter-
hadap warga negara lain,

2. Untuk menetapkan bagaimana pandangan Hukum Islam ter=-

hadap pemberian suaka politik tersebut.



F.

Kegunaan studi.

bari hasil studi ini ai harapkan dapat bermanfaat
untuk
1. Mengetahui konsep pemberian suaka politik dalam Hukum
Internasional dan untuk meﬁgetanu1 bagaimana panda-
ngan Hukum Islam terhadap suaka bolitik tersebut.
¢. Dapat di jadikan penelitian lanjutan aan pengembangan

penelitian sejenis untuk obyek yang berbeda,

Data-data Yang Akan Dihimpun.

Adapun data yang akan dihimpun dalam penulisan
ini adalah
1. Pengertian dan macam suaka
2. Hak dan kewajiban suatu negara terhadap orang asing
3. Hal=hal yang diperbolehkan suatu negara memberikan
suaka politik terhadap orang asing
4. Perbuatan tindak pidana politik dan +tindak pidana

biasa.

Sumber Data dan Tehnik Penggaliannya.

Sesual dengan macam penelitiannya yaitu library
research, maka penelitian ini dilakukan dengan cara meng
kaji buku-buxku, majalah, surat kabar, sebagai sumber da=

ta yang sesuai dengan pembahasan ini.



Adapun tehnik penggalian datanya adalah dengan ca

ra mencari pendapat para ulama‘ dan sarjana juga mencari

landasannya, dari data-daté tersebut di analisis dalam

rangka untuk mencari kesimpulan.

Metode Analisis Data.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan me-

tode sebagai berikut

1.

2.

3.

4.

Metode Diskriptif yaitu menerangkan atau menguraikan
sesuatu secara keseluruhan.

Metode Komperatif yaitu mengungkapkan dan menggambar-
kan beberapa landasan hukum, baik hukum Islam maupun
hukum Internasional dengan mengadakan perbandingan ke
mudian dari perbandingan tersebut ditarik suatu ke-
simpulan dan landasan untuk menentukan pendirian le=-
bih lanjut.

Metode Induktif yaitu berangkat dari persnyataan yang
bersifat khusus kemudian ditarik kepada pernyataan
yang bersifat umum,

Metode Deduktif yaivu menjelaskan hal-hal yang ber-
sifat umum untuk &ibawah kepada hal-=hal yang bessifat

khusus.
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J. Sistematika Pembahagan.
valam penulisan ini cara pembahasannya dibagi
menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi menjadi
beberapa sub bab. Antara bab yang satu dengan bab yang
lainnya saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan

skripsi ini adalah sehagai berikut :

Bab I, Pendahuluan. Bab ini adalah merupakan
prendahuluan yang terdiri dari sepuluh sub bab yaitu;
latar belakang masalah, identvifikasi masalah, pembatasan
masalah, perumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi
data-data yang akan dihimpun, sumber data dan tehnik
pengambilannya, metode analisis data dan aistematika

pembahasan., -

Bab II, Pembagian negara dalam Islam. Dalam bab
ini terdapat tiga sub bab. Sub bab pertama yaivu dasar
pembagian negara dalam Islam, yang terdiri dari tiga
bahasan yaitu negara Islam, negara non Islam dan negara
*Ahdi., Sub bab kedua yaitu kebangsaan menurut [slam yang
terdiri dari dua bahasan. Bahasan pertama, jenis kewarga
negaraan dalam negara Islam melipuvi orang muslim, orang
dzimui dan orang musta‘'min. Bahasan kedua, > > berlakunya
hukum Islam ditinjau dari teritorialnya meliputi teori
dari ‘Abu Hanifah, teori dari Abu Yusuf.dan teori dari

Imam Malik, Asy Syafi+i dan ghmad 1bn Hambal. Sub bab ke
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tiga yaitu hak-hak orang asing dalam Islam, yang terdiri
dari dua bahasan yaitu hak-hak umum orang dzimmi dan hak

hakx tambahan orang dzimmi.

Bab III, Pemberian suaka politik terhadap warga
negara lain. Dalam bab ini terdapat tiga sub bab. Sub
bab pertama yaitu pengertian dan macam suaka, yang meli-
puti‘penéertian suaka politik dan macam suaka. sub bab
kedua yaitu hal-hal yang diperbolehkan suatu negara men-
berikan suaka politik terhadap orang asing, yang terdiri
dari dua bahasan. Bahasan pertama, kewarganegaraan yang
meliputi ius sanguinus dan ius soli, apatridi dan bipa-
tridi, pentingnya kewarganegaraan secara internasional .
Bahasan kedua, hak dan kewajiban negara terhadap orang
asing yang meliputi penerimaan orang asing dan mengusir
orang asing. Sub bab ketiBa yaitu tindak pidana politik

dan tindak pidana biasa.

Bab 1V, Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian
suaka politik terhadap warga negara lain. Yang terdiri
dari tiga sub bab, Pertéma, tinjauan terhadap hak dan
kewajiban suatu negara terhadap orang asing. Kedua, tin-
Jauan hukum terhadap pembecrian suaka politik terhadap
orang asing. Ketiga, tinjauan dari segi maslahat dan maf

sadat pemberian suaka politik,
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Bab V, Penutup. Bab ini terdiri dari dua sub bab.
Sub bab pervama yaitu simpulan, yang berisi simpulan
dari pembahasan skripsi ini. Sub bab kedua yaitu saran -
saran, yang berisi saran-saran dengan berakhirnya penu-

lisan skripsi ini,

Demikian sistematika penulisan skripsi ini,semoga

dengan sistematika seperti ini mudah dipahami.





